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B U P A T I BOMBANA 
PROVINSI SULAWESI TENGGARA 

PERATURAN BUPATI BOMBANA 

NOMOR 35 TAHUN 2021 

TENTANG 

ASAN UANG KAS PADA KAUR KEUANGAN DESA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

bahwa berdasarkan ke tentuan pasal 44 ayat (4) Peraturan 
Menter i Da lam Negeri Nomor 20 T a h u n 2018 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa, Kaur Keuangan dapat 
meny impan uang t u n a i pada j u m l a h te r tentu u n t u k 
memenuh i k e b u t u h a n operasional Pemerintah Desa; 
bahwa berdasarkan pert imbangan sebagaimana d imaksud 
pada h u r u f a,perlu menetapkan dengan Peraturan B u p a t i 
Bombana tentang Batasan Uang Kas Pada Kaur Keuangan. 
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republ ik 
Indonesia T a h u n 1945; 
Undang-Undang Nomor 29 T a h u n 2003 tentang Pembentukan 
Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatob i dan Kabupaten 
Kolaka Utara d i Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia T a h u n 2003 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 4339); 
Undang-Undang Nomor 12 T a h u n 2011 tentang Pembentukan 
Paraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah d i u b a h 
dengan Undang-Undang Nomor 15 T a h u n 2019 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 T a h u n 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2019 Nomor 
183, Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 
6349); 
Undang-Undang Nomor 6 T a h u n 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 
5495); 
Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
T a h u n 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana te lah d iubah 
beberapa ka l i , t e rakh i r dengan Undang-Undang Nomor 9 
T a h u n 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 T a h u n 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2015 Nomor 58, 
Tambahan r Lem/baran Negara Republ ik Indonesia Nomor 
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 T a h u n 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana te lah d iubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 T a h u n 2019 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 
T a h u n 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 6 T a h u n 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia T a h u n 2019 Nomor 4 1 , Tambahan 
Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 6321); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 T a h u n 2014 tentang Dana 
Desa yang bersumber dar i Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
Nomor 5558), sebagaimana te lah d iubah te rakh i r dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 T a h u n 2016 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 
T a h u n 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dar i 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia T a h u n 2016 Nomor 57, Tambahan 
Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 5864); 

8. Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk H u k u m Daerah (Berita Negara 
Republ ik Indonesia T a h u n 2015 Nomor 2036) sebagaimana 
telah d iubah dengan Peraturan Menter i Dalam Negeri Nomor 
120 T a h u n 2018 Perubahan Atas Peraturan Menter i Da lam 
Negeri Nomor 80 T a h u n 2015 tentang Pembentukan Produk 
H u k u m Daerah (Berita Negara Republ ik Indonesia T a h u n 
2018 Nomor 157); 

9. Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 20 T a h u n 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republ ik 
Indonesia T a h u n 2018 Nomor 611); 

10. Peraturan Bupa t i Bombana Nomor 64 T a h u n 2020 tentang 
perubahan atas Peraturan Bupa t i Bombana Nomor 60 T a h u n 
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. 

11 . Peraturan Bupa t i Bombana Nomor 6 T a h u n 2020 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG BATASAN UANG 
KAS PADA KAUR KEUANGAN DESA 

BAB I 
KETENTUAN U M U M 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupa t i i n i yang d imaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Bombana. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bombana. 
3. B u p a t i adalah Bupa t i Bombana. 
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4. Desa adalah Desa dan Desa adat a tau yang disebut dengan nama la in , 
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat h u k u m yang 
memi l i k i batas wi layah yang berwenang u n t u k mengatur dan mengurus 
u r u s a n pemer intahan, kepent ingan masyarakat setempat berdasarkan 
prakarsa masyarakat, hak asal u s u l , dan/atau hak tradis ional yang d i a k u i 
dan d ihormat i da lam sistem pemer intahan Negara Kesatuan Republ ik 
Indonesia. 

5. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usu i adalah hak yang merupakan 
war isan yang mas ih h i dup dan prakarsa Desa a tau prakarsa masyarakat 
Desa sesuai dengan perkembangan keh idupan masyarakat. 

6. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan u n t u k mengatur dan 
mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah d i ja lankan oleh Desa, 
m a m p u dan efektif d i ja lankan oleh Desa, a tau yang m u n c u l karena 
perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa. 

7. Musyawarah Desa a tau yang disebut dengan nama la in yang selanjutnya 
disebut Musyawarah Desa adalah musyawarah antara badan 
permusyawaratan Desa, pemer intah Desa, dan u n s u r masyarakat yang 
diselenggarakan oleh badan permusyawaratan Desa u n t u k menyepakat i ha l 
yang bersifat strategis. 

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa a tau yang disebut dengan nama la in 
d i ban tu perangkat Desa sebagai u n s u r penyelenggara Pemerintahan Desa; 

9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan u r u s a n pemer intahan dan 
kepent ingan masyarakat setempat da lam sistem pemer intahan Negara 
Kesatuan Republ ik Indonesia. 

10. J u m l a h Desa adalah j u m l a h Desa yang d i te tapkan oleh Menter i Da lam 
Negeri. 

11 . Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya dis ingkat BPD adalah 
lembaga yang melaksanakan fungsi pemer intahan yang anggotanya 
merupakan wak i l dar i penduduk Desa berdasarkan keterwaki lan wi layah 
dan d i te tapkan secara Demokrat is . 

12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, se lanjutnya dis ingkat 
RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa u n t u k j angka 
w a k t u 6 (enam) t a h u n . 

13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, se lanjutnya disebut RKP Desa, adalah 
penjabaran dar i RPJM Desa u n t u k j angka w a k t u 1 (satu) t a h u n . 

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya dis ingkat APBN 
adalah rencana keuangan t a h u n a n Pemerintah Pusat yang d ise tu ju i oleh 
Dewan Perwakilan Rakyat. 

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya dis ingkat 
APBDesa, adalah rencana keuangan t a h u n a n Pemerintahan Desa. 

16. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya dis ingkat RKD adalah rekening tempat 
peny impanan uang pemer intahan desa yang menampung se luruh 
penerimaan Desa dan u n t u k membayar se luruh pengeluaran Desa pada 
B a n k yang d i te tapkan. 

17. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat d in i l a i 
dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang 
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. 

18. Pengelolaan Keuangan Desa adalah kese luruhan kegiatan yang me l iput i 
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan 
pertanggungjawaban. 

19. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang d i te tapkan 
oleh Kepala Desa setelafri dibahas dan disepakati bersama Badan 
Permusyawaratan Desa. \ l / 



BAB I I 
PELAKSANAAN 

Pasal 2 

Peraturan Bupa t i i n i menetapkan Kaur Keuangan dapat meny impan uang t u n a i 
pada j u m l a h t e r t en tu u n t u k memenuh i k e b u t u h a n operasional Pemerintah Desa. 

(1) Kaur Keuangan da lam pelaksanaan operasional kegiatan Pemerintah Desa 
dapat meny impan Uang Kas da lam j u m l a h t e r t en tu pada kas Desa per ha r i . 

(2) Uang Kas sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i gunakan u n t u k memenuh i 
k e b u t u h a n operasional pemer intahan Desa u n t u k setiap bu l an 

(3) Da lam pelaksanaannya penggunaan Uang Kas pada Kaur Keuangan 
dibatasi sesuai dengan kebu tuhan Desa dan memperhat ikan j angkauan 
pelayanan perbankan pada masing-masing Desa yang d ike lompokkan per 
wi layah Kecamatan. 

(4) Besaran batasan Uang Kas pada Kaur Keuangan t e r can tum da lam lamp i ran 
yang merupakan bagian t i dak terp isahkan dar i Peraturan Bupa t i i n i . 

(1) Da lam pengelolaan Uang Kas pada Kaur Keuangan harus memperhat ikan 
pr ior i tas k e b u t u h a n penggunaan uang kas u n t u k membiayai kegiatan 
operasional Desa yang sifatnya mendesak dan t idak dapat d i tunda 
pelaksanaanya. 

(2) Penggunaan Uang Kas pada Kaur Keuangan sebagaimana d imaksud pada 
ayat (1) hanya u n t u k kegiatan operasional Pemerintahan Desa yang bersifat 
r u t i n dan t idak te rmasuk u n t u k pembayaran Penghasilan Tetap dan Belanja 
Modal. 

(3) Penggunaan Uang Kas oleh Kaur Keuangan berpedoman pada pera turan 
perundang-undangan yang ber laku. 

(4) Da lam penggunaan Uang Kas Kaur Keuangan bertanggungjawab secara 
mater i l atas setiap pengeluaran yang d i laksanakannya. 

(1) Da lam pelaksanaan pengelolaan Uang Kas, Kaur Keuangan d iwaj ibkan 
me lakukan pencatatan dan penatausahaan setiap pengeluaran yang 
d i laksanakannya. 

(2) Penatausahaan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) adalah pencatatan 
pada B u k u Kas U m u m adalah setelah adanya pengeluaran kas. 

(3) Da lam melaksanakan pengeluaran Kas Desa, Kaur Keuangan d iwaj ibkan 
me lampi rkan b u k t i yang lengkap dan sah sesuai dengan pera turan 
perundang-undangan yang ber laku. 

(4) Selain me lakukan penatausahaan Uang Kas, Kaur Keuangan d iwaj ibkan 
menyusun pertanggungjawaban penggunaan Uang Kas d imaksud . 

(5) Pertanggungjawaban sebagaimana d imaksud pada ayat (4) y a i t u laporan 
pertanggungjawaban penggunaan U a n g Kas pada Kaur Keuangan dan 
d i laporkan setiap akh i r bu lan . l\ / 

Pasal 3 

BAB I I I 
PENGELOLAAN 

Pasal 4 

BAB IV 
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN 

Pasal 5 
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(6) Da lam pelaksanaan penggunaan Uang Kas pada Kaur Keuangan pada akh i r 
T a h u n Anggaran yang berkenaan d i t u t u p dengan n i la i saldo n ih i l dan 
apabila pada akh i r t a h u n anggaran yang berkenaan terdapat saldo t u n a i 
maka Kaur Keuangan d iwaj ibkan menyetor kembal i sisa saldo tersebut pada 
Rekening Kas Desa pada akh i r t a h u n anggaran berkenaan. 

BAB V 
PENGAWASAN 

Pasal 6 

Pelaksanaan pengawasan pengelolaan Uang Kas d i laksanakan Organisasi 
Perangkat Daerah teknis yang membidangi pengawasan Pemerintahan Daerah. 

Pasal 7 
Sanksi 

Kaur Keuangan da lam melaksanakan pengelolaan Uang Kas ter ind ikas i 
me lakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang ber laku 
maka, kepada yang bersangkutan d iber ikan sanksi sesuai pera turan perundang-
undangan yang ber laku. 

BAB V I 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 8 

Peraturan Bupa t i i n i m u l a i ber laku pada tanggal d iundangkan . 
Agar setiap orang mengetahui , memer in tahkan pengundangan Peraturan Bupa t i 
i n i dengan menempatkannya da lam Ber i ta Daerah Kabupaten Bombana. 

PA RAP K00RD1NAS1 Di te tapkan d i Rumbia 

D iundangkan d i Rumbia 
pada tanggal, LO A f t^U 2021 
S E K R E T A R I S DAERAH KABUPATEN BOMBANA, 



LAMPIRAN 
NOMOR 
TANGGAL 
TENTANG 

PERATURAN BUPATI BOMBANA 
3S- TAHUN 2021 
%0 AffrL 2021 
BATASAN UANG KAS PADA KAUR KEUANGAN DESA 

BATASAN UANG K A S PADA KAUR KEUANGAN DESA 

No. Uraian Uanff Kas Per Desa 

I 2 3 

1. 
Desa d i Wilayah Kecamatan Kecamatan Kabaena, 
Kabaena Tengah, Kabaena Utara dan Kabaena 
Selatan. 

Rp. 5.000.000,-

2. Desa d i Wi layah Kecamatan Kepulauan Masaloka 
Raya, Mataoleo dan Matausu . Rp. 5.000.000,-

3. Desa D i Wi layah Kecamatan Poleang Barat . Rp. 5.000.000,-

4. Desa d i Wi layah Kecamatan Kabaena Barat dan 
Kabaena T imur . 

Rp. 2.500.000,-

5. 
Desa d i Wi layah Kecamatan Rumbia , Rumbia 
Tengah, Rarowatu, Rarowatu Utara d a n Lantar i 
Jaya. 

Rp. 2.500.000,-

6. 
Desa d i Wilayah Kecamatan Poleang, Poleang 
T imur , Poleang Tengah, Poleang Selatan, 
Ton tonunu , Poleang Utara dan Poleang Tenggara. 

Rp. 2.500.000,-

ffljCT/SATUAN K E R J A 

BUPATI B 

H. TAFDI 


